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Transformasi Digital 1

ARAHAN KEBIJAKAN

5 Arahan Presiden

6 Arah Strategis

4 Sektor Strategis

Mempercepat perluasan akses, 
peningkatan infrastruktur digital, 
dan penyediaan layanan internet

Mempersiapkan roadmap 
transfomasi digital di 
sektor-sektor strategis

Mempercepat integrasi
Pusat Data Nasonal

Menyiapkan talenta digital
Menyiapkan regulasi, skema-
skema pendanaan, dan 
pembiayaan transformasi digital

Membangun infrastruktur digital dan 
konektivitas yang inklusif, aman dan andal
dengan layanan berkualitas tinggi

Meningkatkan kapabilitas digital di sektor prioritas
untuk memperkuat daya saing geostrategis dan 
mendorong pertumbuhan yang berkualitas

Membangun budaya digital dan memanfaatkan
bonus demografi serta memberdayakan rakyat
Indonesia dalam mengembangkan dunia digital

Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen
teknologi melalui investasi di berbagai platform yang 
memiliki nilai kepentingan strategis nasional

Membangun lembaga pemerintahan digital yang 
terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan
pelayanan publik

Harmonisasi regulasi dan meningkatkan 
pendanaan untuk memajukan inovasi

Infrastruktur Digital Pemerintahan Digital Ekonomi Digital Masyarakat Digital



2020
1.209 BTS di-upgrade menjadi
BTS 4G
(1.096 BAKTI, 113 Opsel) 
2021
4.200 BTS 4G dibangun BAKTI
2022
3.704 BTS 4G dibangun BAKTI, 
total BTS terbangun menjadi
7.904

NATIONAL FIBER OPTIC 
BACKBONE

342.239 KM
Terdiri dari:

224.453 Inland Cable
117.786 SKKL 

(Sistem Komunikasi Kabel Laut)
*****

12.229 Palapa Ring
330.010 Operator Telekomunikasi

MIDDLE-MILE

FIBER-LINK NETWORK
dengan jaringan full fiber-optic

MICROWAVE LINK 
dengan jaringan menggunakan
gelombang elektromagnetik

SATELIT
5 satelit telekomunikasi komersial
nasional dan 4 satelit telekomunikasi
sewa asing, dengan kapasitas total 
5 Gpbs

LAST-MILE

BASE 
TRANSCEIVER 

STATION 
(BTS)

533.988 BTS 
di seluruh
wilayah

MOBILE BROADBAND
2G, 3G, 4G
5G (dalam pengembangan)

FIXED BROADBAND
Fiber-to-the-home
Wi-Fi
5G FWA* (dalam pengembangan)

*FWA: Fixed Wireless Access

KEBUTUHAN RIIL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Mobile Broadband berbasis 4G 1

TOTAL DESA/KELURAHAN DI INDONESIA
83.218 DESA/KELURAHAN

DAERAH 3T

9.113
DESA/KELURAHAN

DAERAH NON-3T

3.435
DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN BELUM TERJANGKAU 4G
12.548 DESA/KELURAHAN

TOTAL DESA/KELURAHAN YANG TELAH TERJANGKAU 4G
70.670 DESA/KELURAHAN

LINIMASA PEMBANGUNAN

Dibangun
Opsel

Fixed Broadband dengan teknologi Satelit2
TOTAL TITIK LAYANAN PUBLIK TERIDENTIFIKASI

501.112 TITIK
380.979 titik 15.404 titik90.541 titik 14.188 titik

TOTAL TITIK LAYANAN PUBLIK YANG SUDAH TERLAYANI DENGAN BAIK
351.112 TITIK

287.079 titik 11.704 titik42.041 titik 10.288 titik

TOTAL TITIK LAYANAN PUBLIK YANG BELUM TERLAYANI DENGAN BAIK
150.000 TITIK

93.900 titik 3.700 titik47.900 titik 3.900 titik 600 titik

LINIMASA PEMBANGUNAN

SATRIA-1 
150 Gbps

1 Mbps/titik

SATRIA-2 
300 Gbps

s.d.
10 Mbps/titik

Q3-2023 2024 2030
Backup
80 Gbps

SATRIA-3 
500 Gbps

s.d. 20
Mbps/titik

Sekolah/Pesantren Fasilitas KesehatanKantor Pemda Polsek/Koramil Fasilitas Lainnya

STASIUN 
BUMI 

SATELIT

Potret Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia 2



Total Pengguna Internet Indonesia

196,71
JUTA JIWA

dari jumlah total 
penduduk sebanyak

266,91
JUTA JIWA

dengan pertumbuhan sebesar
25,5 juta jiwa atau sebesar 8,9% 

dibanding tahun 2018

Penetrasi Pengguna Internet Indonesia
2019 – 2020 (Q2)

73,7%

Sumber: APJI (2020)

Responden menilai sinyal internet di tempat
mereka cukup baik71,8%

Rata-rata lama waktu yang digunakan oleh 
mayoritas pengguna untuk mengakses internet>8 jam

Responden terhubung ke internet melalui
smartphone setiap hari95,4%

Pembaca Media Online

PERALIHAN PREFERENSI MASYARAKAT DALAM KONSUMSI BERITA

Pembaca Media Cetak

6 juta 4,5 jutavs

Preferensi cara mendapatkan informasi: 
Televisi (96%), Papan Iklan/Billboard (52%), Internet (43%), Radio (37%), 

Media Cetak (8%)

Sumber: Nielsen dalam Suara.com, 2020 3,90%

4,00%

7,00%

15,30%

20,30%

49,50%

Lainnya

Media Cetak

Berita Online

Situs Web Pemerintah

Media Sosial

Televisi

Survei Katadata & Kementerian Kominfo (2020):  
“Sumber media yang paling dipercayai?"

Meningkatnya dominasi
media sosial sebagai media 
yang paling dipercayai, dapat
memicu isu hak cipta/hak
reproduksi berita
(publisher’s right)

Potret Penggunaan Internet Indonesia 3



Temuan Isu Hoaks
Total Isu Hoaks periode Agustus 2018 s.d. 14 Februari 2021: 7.885 Isu Hoaks

Kategorisasi Temuan Isu Hoaks

2018 2019 2020 2021

Pemerintahan
1.568

Politik
1.238

Kesehatan
1.554

Kejahatan
484

Fitnah
399

Internasional
474

Penipuan
564

Agama
290

Bencana Alam
343

Pendidikan
52

Perdagangan
51

Lain-Lain
655

Mitos
213

Pornografi

1.074.327

Statistik Penanganan Konten Negatif Pada Media Sosial
Periode s.d. 12 Februari 2021: 872.005

2.419 29.635

832.537 1.085 22

6.284

File Sharing

23

Facebook, WhatsApp, 
dan Instagram

Google dan 
YouTube

Twitter Telegram LINE TikTok

Perjudian

252.538
Penipuan

12.522
Kekayaan Intelektual

5.381
Konten Negatif yang 
Direkomendasikan Instansi
Sektor

3.007

Terorisme/ 
Radikalisme

512

SARA

188
Pelanggaran Keamanan
Informasi

144
Perdagangan Produk
dengan Aturan Khusus

128

Konten Melanggar Nilai 
Sosial dan Budaya

26

Konten yang 
Meresahkan Masyarakat

23

Berita Bohong/ Hoaks

25

Kekerasan/ Kekerasan
pada Anak

9

Fitnah

12
Separatisme/ Organisasi
Berbahaya

4

Statistik Penanganan Konten Negatif Pada Situs Internet 
periode s.d. 12 Februari 2021: 1.348.110

Total Pemblokiran Konten Negatif: 2.220.115

Ancaman di Internet: Hoaks dan Konten Negatif 4

Sumber: Kementerian Kominfo (2021)



Gerakan Nasional Literasi Digital SIBERKREASI 5

Inisiasi penguatan literasi digital masyarakat Indonesia yang merupakan hasil
kolaborasi antara Kementerian Kominfo dengan
108 Lembaga dan komunitas pegiat literasi

Capaian Tema dan Pilar

462 titik
Lokasi yang sudah
dijangkau

>200.000
Partisipan aktif

>75 juta
Warganet yang telah
terjangkau literasi digital

Award dari Mark Plus sebagai Indonesia 
Brand Endorsement of The Year 2018

Dinobatkan sebagai Champion dalam kontes
WSIS Prizes tahun 2018

Dinobatkan sebagai Winner dalam kontes
WSIS Prizes tahun 2020

Literasidigital.id
Akses ke materi literasi digital

Kelas Cakap Digital
Pelatihan kecakapan digital yang dilakukan Kominfo dengan 
kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, industri, dan mitra

Kreator Nongkrong
Pemberdayaan kreator konten

Siberkreasi Hangout Online
Program lokakarya literasi digital untuk umum dengan berbagai 
tema, yaitu: Digital Government; Digital Society; serta Digital 
Economy

Riset Literasi Digital
Kajian pengembangan kurikulum dan indeks literasi digital

Program Unggulan

Kelas Podcast Siberkreasi
Kelas pelatihan pembuatan podcast untuk umum

2

3

4

5

6

1

Kolaborasi bersama Komunitas Lokal
Program seminar, ToT, maupun coaching clinic untuk masyarakat
guna membahas literasi digital sesuai perkembangan dan budaya
lokal masing-masing daerah

CAPAIAN KEGIATAN 
DARING TAHUN 2020

189
Jumlah total 
kegiatan daring

96.142
Peserta
tersertifikasi

559.222
Jumlah warganet yang terjangkau
oleh konten literasi digital

602.222
Total  jumlah penonton

7
Digital Culture Digital Safety

Digital EthicsDigital Skills
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Lanskap Akt ivit as Digit al Indonesia

196,71 jut a j iwa
Pengguna internet

87.7%

YouTube m enjadi all-in-
one plat form yang pa ling 
se ring d ikun jungi 93,8%

Whatsapp m enjad i ap likasi
pesan instan yang pa ling
banyak diakses

Media sosia l yang
pa ling banyak dim iliki

89.8%

30 jut a
Konsum en E-Commerce

pada  2017 (McKinsey 2017)

9,4 Jut a
UMKM sudah  go digital

pada 2020

Diolah dari: APJII (2020), Survei Literasi Digital Nasional (2020), Dailysocial (2021), McKinsey (2017), Google & Temasek (2019), Kementerian Koperasi & UMKM (2018) 



Tant angan dan Risiko di Ruang Digit al

Disinform asi

Malinform asi

Misinform asi

Radikalism e

Hate speech

Cyber bullying

Pornograf i

Penipuan 
online



Visi & Def in isi Lit erasi Digit al

Lit erasi digit al adalah fondasi dasar untuk
mewujudkan pilar masyarakat digit al

Visi Presiden untuk percepatan transformasi digital dan definisi literasi digital oleh Menteri Kominfo



Kerangka Ker ja Lit erasi Digit al

Kemampuan User dalam 
mengenali, mempolakan, 

menerapkan, menganalisis, 
menimbang dan meningkatkan 

kesadaran pelindungan data 
pribadi dan keamanan digital 
dalam kehidupan sehari-hari 



Ekosist em  Mit ra

Bersama Siberkreasi, Kementerian Kominfo sudah bekerja sama dengan 108 lembaga dan komunitas aktivis literasi digital



Pelaksanaan Program  Lit erasi Digit al kolaborasi dengan 
KEMENDAGRI m enarget kan seluruh m asyarakat  kot a, kabupat en 
dan desa di seluruh w ilayah Indonesia

x
Pelat ihan Kelas Siberkreasi Cakap Digit al 

Dasar  unt uk  Masyarakat  Um um
dan Kelas Siberkreasi Berdaya unt uk  

Masyarakat  di Daerah 3T, dan Perbat asan

Konten menggunakan Mat er i Kelas Cakap Digit al
Dasar dan Madya ser t a Mat er i Kelas Siberkreasi
Berdaya yang akan disusun dan dikembangkan oleh
m it ra Siberkreasi bersama dengan Kem endagr i.

Program ini akan dibuat dengan kolaborasi Kominfo
dengan seluruh Kepala Daerah (Gubernur , Bupat i),
ASN di pem er int ah kota/kabupat en set em pat ,
dan pam ong praja seluruh Indonesia untuk
menargetkan masyarakat di tingkat kabupaten

Waktu pelaksanaan program kegiatan sosialisasi
kurikulum berlangsung selama setahun dengan
m enarget kan seluruh m asyarakat di 452
kabupat en/kot a dan 62 kabupat en daerah 3T



Program  Lit erasi Digit al akan di langsungkan 
di 34 Provinsi dan 514 Kabupat en/Kot a

Est im asi Peser t a Hadir  secara Vir t ual

12.448.750 Per Tahun

Jum lah Kegiat an Lit erasi Digit al
selam a Apr il-Desem ber  2021

20.560

 Rata-ra ta  Kegia tan  per Bulan : 2.287 Webinar;
 Targe t peserta  per Bulan  : 1.556.094 

orang/pesert a;
 Program : Pe la tihan  Kelas Siberkreasi Cakap  Digita l 

Dasar un tuk Masyaraka t Um um  dan  Kelas 
Siberkreasi Berdaya  un tuk Masyaraka t d i Daerah  
3T, dan  Perba tasan , Siberkreasi Netizen  Fa ir, Kelas 
Podcast Siberkreasi. (4 Pila r dan  40 tem a/top ik);
 Kegia tan  dapat d ilaksanakan  dengan  sosia lisasi 

Dinas dan  Pem da se tem pat;
 Satu  kegia tan  d ihad iri oleh  m in im al 600 peserta  

(on line);
 Biaya  yang akan  d ised iakan  dari pusa t sudah  

te rm asuk narasum ber, dan  p roduksi on line .

x



Form at  Agenda Kegiat an

Wakt u Kegiat an Ket erangan

30’ Persiapan briefing narasumber dan 
moderator

Tim Teknis

5’ Pembukaan Moderator

5’ Pembukaan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya (3 stansa)

Moderator

15’ Sambutan keynote speech: Presiden (3')/  tapping
MenKominfo (3')/  tapping
Mendagri (3')/  tapping
Pimpinan Daerah (6')/  live

120’ Paparan dengan Narasumber :
2 Narasumber Lokal dan 
2 Narasumber Nasional
1 Public Figure/Key Opinion Leader

Materi : 4 Pilar Literasi Digital 
(Skills, Culture, Safety dan 
Ethics)

5’ Kesimpulan dan Penutup Moderator

waktu : dalam menit



Proses Bisnis Pem ant auan
Rancangan cetak biru (blueprint) untuk mendesain dasbor yang berguna memantau target pencapaian

Aplikasi dan Dashboard :

1. Sistem  registrasi dan  log-in un tuk se lu ruh  
m asyaraka t

2. Dashboard un tuk pem an tauan  p rogram -program  
Lite rasi Digita l

3. E-se rtifikasi dengan  QR code

4. Aplikasi Learning Management System 

5. Gam ifikasi ku riku lum  Lite rasi Digita l

6. Kon ten  (Mate ri dan  Video) Lite rasi Digita l

7. Fitu r Menu  : Zoom , You tube , Gm ail, d ll



Skem a Pem biayaan Kegiat an Lit erasi Digit al

Pusat Daerah

 Materi literasi digital
 Narasumber (nasional dan lokal) dan Key Opinion

Leader
 Sistem streaming
 Acara TV dan media coverage
 Index ICT read iness per daerah
 Dashboard (yang bisa d ia kses oleh pem erin tah

daerah untuk m em antau jum lah m asyaraka t
daerah yang sudah m endapa tkan lite rasi d igita l)

 Aplikasi nasiona l yang berisi konten lite rasi d igita l

 Menggerakkan audience/pese rta m inim al
600-1000 orang per acara

 Live streaming untuk kepa la daerah



Thank You
—

Semuel A. Pangerapan
Direktur Jenderal Aplikasi & Informat ika
Kementerian Komunikasi & Informat ika
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PERAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN 
DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET 
PROGRAM NASIONAL LITERASI DIGITAL TAHUN 2021

DISAMPAIKAN OLEH :
Sri Purwaningsih, SH., MAP

Plh. DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGRI

TAHUN 2021
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OUTLINE

 Arah Dan Sasaran Prioritas Ditjen Bina

Pembangunan Daerah

 Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung

Transformasi Digital Sesuai Dengan Kewenangan

Urusan Pemerintahan Konkuren

 Penutup
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Arah Dan Sasaran Prioritas Ditjen Bina 

Pembangunan Daerah 
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URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR 

NEGERI
6. MONETER & 

FISKAL

PILIHAN
(8)

WAJIB
(24)

Presiden
sebagai Kepala
PemerintahanURUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

YAN DASAR
(6)

NON YAN DASAR 
(18)

S P M

N S P K

1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN 

RAKYAT DAN KAW 
PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM & 
LINMAS

6. SOSIAL Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan 
daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

ANATOMI PEMERINTAHAN

1. Pancasila, UUD 1945,
Bhinneka Tunggal Ika,
Keutuhan NKRI

2. Persatuan dan
Kesbang,

3. Kerukunan antar
suku, intra Suku,
Umat beragama, ras
dan glongan

4. Penanganan konflik
sosial

5. Pelaksana koordinasi
teknis antar instansi

6. Pengembangan
kehidupan demokrasi
berdasarkan pancasila

7. Pelaksanaan urusan
yang bukan
kewenangan daerah
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Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:
• Pendidikan
• Kesehatan
• Pekerjaan Umum 

dan Penataan 
Ruang

• Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman

• Ketenteraman, 
Ketertiban Umum, 
dan Pelindungan
Masyarakat

• Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib 
Non Pelayanan Dasar 

18 URUSAN
• Tenaga kerja
• Pemberdayaan Perempuan dan 

Pelindungan Anak
• Pangan
• Pertanahan
• Lingkungan Hidup
• Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil
• Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa
• Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana
• Perhubungan;
• Komunikasi & Informatika
• Koperasi, Usaha Kecil, dan 

Menengah
• Penanaman Modal
• kepemudaan dan Olah Raga
• Statistik
• Persandian
• Kebudayaan;
• Perpustakaan; 
• Kearsipan.

Urusan Pemerintahan 
Pilihan

8 URUSAN:
• Kelautan dan 

Perikanan
• Pariwisata
• Pertanian
• Kehutanan;
• Energi dan Sumber Daya 

Mineral;
• Perdagangan;
• Perindustrian; dan
• Transmigrasi.

URUSAN PEMERINTAHAN
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PEMERINTAH

Mendagri

Pembinaan Pengawasan

Binwas
Umum

Binwas
Teknis

K/L

Provinsi
GWPP. Binwas Umum & 
Teknis (Pasal 378 ayat (1)

UU 23/2014)

PD Provinsi

PASAL 8 ayat (3)
BINWAS Secara Nas. 

dikoordinasikan
Mendagri

Gubernur sbg Kepala 
Daerah (Pasal 379 ayat

(1) UU 23/2014)

Kab/Kota

PASAL 379 ayat (2)
BINWAS dibantu 

Inspektorat Provinsi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PP 33/2018
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Pembinaan
pembangunan

daerah

Pembinaan  
penyelengaraan  
urusan  
pemerintahan  
daerah

Koordinasi SPM dan NSPK

Pemetaan Urusan Pemerintahan

Penyelesaian perselisihan  
penyelenggaraan urusan  
pemerintahan

a

b

c

Pasal 24

Pasal 370

Pasal 19
Perpres 11/2015 Perencanaan pembangunan daerah

d

b

c

Sinkronisasi dan harmonisasi
pembangunan pusat dan daerah, antar  
wilayah dan antar daerah Pasal 258 dan 259

Pasal 260-274

Pengendalian dan evaluasi  
pembangunan daerah Pasal 275

Pembinaan pemda dalam penguatan
informasi daerah

g

f

e Evaluasi perda tata ruang daerah
Pasal 400

Pembinaan Pemda dalam mendorong  
partisipasi masyarakat Pasal 354

Binwas umum pembangunan daerah
Pasal 374

Pasal 391-394

Pasal 18  
Perpres 11/2015

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan
ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional

Pasal 258 UU 23/2014

Sinkronisasi dan harmonisasi  
pembangunan pusat dan daerah, antar
wilayah dan antar daerah

Perencanaan pembangunan daerah

Pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah

c

a

b

Pasal 258 dan 259

Pasal 260-274

Pasal 275

Pembinaan Pemda dalam mendorong
partisipasi masyarakat

Binwas umum pembangunan daerah

Evaluasi perda tata ruang daerah

f

e

d
Pasal 400

Pasal 354

Pasal 374

ARAH DAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Ditjen Bina Bangda melaksanakan amanat 
urusan pemerintahan  konkuren

Permendagri 43/2015

g
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Pembinaanumum penyelenggaraanpemerintahandaerah

pembagian Urusan Pemerintahan;
kelembagaan Daerah;
kepegawaian pada Perangkat

Daerah;
keuangan Daerah;
pembangunan Daerah;
pelayanan publik di Daerah;
kerja sama Daerah;
kebijakan Daerah;
kepala Daerah dan DPRD; dan
bentuk pembinaan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembangunan Daerah
merupakan perwujudan dari
pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari
pembangunan nasional.

Daerah melaksanakan
pembangunan untuk
peningkatan dan
pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik
dan daya saing Daerah

Basis Pembinaan adalah urusan
pemerintahan

Mengedepankan kemandirian daerah
melalui paradigma “daerah membangun”

Pembinaan fokus pada upaya mendorong
daerah untuk mendukung pencapaian
tujuan pembangunan nasional serta
sinkronisasi pembangunan antar
susunan pemerintahan

Pembinaan diarahkan pada penguatan
implementasi tujuan pembangunan
daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah dengan basis urusan
pemerintahan
Strategi pembinaan melalui sinkronisasi
antar urusan pemerintahan, antar daerah
dan antar susunan pemerintahan

Definisi Pembangunan Daerah Implikasi Pembinaan

Tujuan Pembangunan Daerah

Implikasi Pembinaan

Pembinaan Umum Mendagri

URUSAN PEMERINTAHAN MERUPAKAN 
FOKUS UTAMA PEMBINAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH
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Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung
Transformasi Digital Sesuai Dengan Kewenangan

Urusan Pemerintahan Konkuren
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1
0

PM Kominfo No. 8/2019 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika

UU 23/2014 tentang Pemda
(cuplikan lampiran UU, Poin P. Pembagian Urusan Bidang

Kominfo)

SUB URUSAN APTIKA

1. Pengelolaan e-government di lingkup
Pemerintah Daerah.

2. Pengelolaan nama domain yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub 
Domain di lingkup Pemerintah Daerah.

1. Jaringan Intra Pemerintah Daerah 
2. Aplikasi dan Proses Bisnis
3. Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Pusat Data Pemerintah Daerah 
5. Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik
6. Sistem Penghubung Layanan
7. Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Mendukung Implementasi SPBE
8. Keamanan Informasi
9. Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah

Daerah 
10. Provinsi dan Kota Cerdas
11. Pendaftaran Sistem Elektronik

Pemerintah Daerah 
12. Portal dan Situs Web
13. Government Chief Information Officer 

(GCIO) Daerah 
14. Nama Domain Pemerintah Daerah 

1. Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah

Event Daerah, Isu Tematik, dan Penanganan Hoax
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik
2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda 

Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media 

Komunikasi Publik
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

SUB URUSAN IKP

6. Pelayanan Informasi Publik
7. Layanan Hubungan Media 
8. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
9. Manajemen Komunikasi Krisis
10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi

Publik
11. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola

Komisi Informasi di Daerah 

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL SESUAI 
DENGAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN  
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KERANGKA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Perpres No 18 Tahun 2020 
tentang RPJM Nasional Tahun
2020 - 2024

Inventarisasi target nasional yang dapat
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
sesuai kewenangan konkuren bidang
Kominfo

Dinas Kominfo menyelesaikan target melalui
program kegiatan sesuai kewenangan yang 
diatur NSPK urusan Konkuren bidang Kominfo

PM Kominfo no. 8 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang
Kominfo

PM Dagri No. 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
DaerahDinas Kominfo melaksanakan program 
kegiatan sesuai nomenklatur yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

1
UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

Amanat Undang-Undang terkait kewenangan
Pemerintah Daerah dalam urusan
pemerintahan konkuren bidang Kominfo

• Pengelolaan e-government di lingkup
Pemerintah Daerah

• Pengelolaan nama domain yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Sub Domain di lingkup PemerintahDaerah

Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah

Prioritas Nasional 5
Memperkuat infrastruktur 
untuk mendukung 
pengembangan ekonomi 
dan pelayanan dasar

Prioritas Nasional 7
Memperkuat stabilitas 
polhukhankam dan
transformasi pelayanan 
publik

• Jaringan Intra Pemerintah Daerah
• Pusat Data Pemerintah Daerah 
• Aplikasi dan Proses Bisnis
• Provinsi dan Kota Cerdas
• Dst…

• Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
• Pengelolaan Media Komunikasi Publik
• Pelayanan Informasi Publik
• Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
• Dst…

• 1.16.03.01.03 Penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

• 1.16.03.02.03 Pengelolaan Pusat Data  
Pemerintahan Daerah

• 1.16.03.02.07 Pengembangan Aplikasi
dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik

• 1.16.03.02.09 Pengembangan dan
Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas
dan Kota Cerdas

• Dst…

2 3 4

• 1.16.02.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi 
Publik

• 1.16.02.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi
Publik

• 1.16.02.01.06 Pelayanan Informasi Publik
• 1.16.02.01.08 Kemitraan dengan pemangku

kepentingan
• Dst…

SUB URUSAN APTIKA

SUB URUSAN IKP
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PENYELARASAN RPJMN 2020-2024 DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN 
BIDANG KOMINFO

Memperkuat
Infrastruktur untuk

Mendukung
Pengembangan

Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar

Infrastruktur
Perkotaan

Infrastruktur dan 
Ekosistem TIK 

Perkotaan

Pengembangan TIK 
Perkotaan

Jumlah kab/kota yang 
difasilitasi untuk
menerapkan Smart City 
(kab./kota)(kumulatif) 
(Target 2022: 100 
Kab/Kota)

Transformasi
Digital

Penuntasan
Infrastruktur TIK

Fasilitas Pendukung
Transformasi

Digital

Gerakan Menuju 
Smart City

Jumlah kab/kota yang 
difasilitasi untuk
menerapkan Smart City 
(kumulatif) 
(Target 2022: 100 
Kab/Kota)

Penyelenggaraan 
Pusat Data Nasional

Persentase K/L/D yang 
menggunakan/terhubung
jaringan intra pemerintah
(JIP/Government 
Network) (persen)
(Target 2022: K/L: 80% 
Pemprov/kab /kot:80%)

Pengembangan
literasi dan keahlian

TIK

Fasilitasi literasi
digital bagi
masyarakat

Jumlah Peserta Literasi
Digital Bagi Masyarakat 
(peserta) (termasuk
peserta online)
(Target 2022: 30.000.000)

Jumlah Peserta Pelatihan
digital Skill (termasuk
kawasan prioritas) untuk
menuju ekonomi digital 
(peserta)
(Target 2022: 50.000)

Pengembangan
Infrastruktur TIK 

Pemerintahan

Persentase K/L/D yang 
menggunakan/terhubung
jaringan intra pemerintah
(JIP/Government 
Network) (Target 2022: 
K/L: 80% Pemprov/kab
/kot:80%)

1.16.03.02.09 
Pengembangan dan 
Pengelolaan Ekosistem
Provinsi Cerdas dan Kota 
Cerdas

1.16.03.01.03 
Penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah
Daerah
1.16.03.02.04 
Penyelenggaraan Sistem 
Komunikasi Intra 
Pemerintah Daerah

1.16.03.02.10 Pengembangan
dan Pengelolaan Sumber
Daya Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Pemerintah Daerah

Persentase (%) perangkat
daerah yang 
mengimplementasi/replika
si inovasi yang mendukung
smart city sesuai dengan
Masterplan 
(Target: 100%)

Persentase (%) perangkat
daerah yang saling
terkoneksi di Jaringan
Intra Pemerintah Daerah 
(Target: 80%) 

Jumlah kegiatan 
pengembangan SDM (ASN 
dan Masyarakat, termasuk 
peserta online) 
(Target: 12 kali onsite ; 24 
kali online

Prioritas Nasional Program 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas Pro-PN Proyek K/L

Kegiatan Pemda
Berdasarkan PM 
Dagri No. 90/2019

Usulan Indikator 
Untuk Dibahas Pada 

Rakortek 2021

Persentase (%) perangkat
daerah yang 
mengimplementasi/replik
asi inovasi yang 
mendukung smart city 
sesuai dengan
Masterplan 
(Target: 100%)

• Persentase (%) 
perangkat daerah yang 
saling terkoneksi di 
Jaringan Intra 
Pemerintah Daerah 
(Target: 50%)

• Persentase (%) 
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang 
terhubung dengan
akses internet yang 
disediakan oleh Dinas
Kominfo. (Target: 60%)

-

Indikator Kinerja 
Pembahasan 

Rakortek 2020

PN 
5
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Memperkuat
Stabilitas

Polhukhankam dan 
Transformasi

Pelayanan Publik

Reformasi 
Birokrasi dan 

Tata Kelola

Penataan 
Kelembagaan 
dan Proses 

Bisnis

Penerapan SPBE 
Terintegrasi

• Integrasi portal 
pelayanan public

• Integrasi portal 
administrasi
pemerintahan

(Target 2022: -)

Pelayanan Publik 
Berbasis 

Elektronik (e-
Services) yang 

Terintegrasi

Transformasi 
Pelayanan Publik

Penyusunan Kebijakan 
Infrastruktur dan aplikasi SPBE

Target: 8 Peraturan Menteri 
yang mendukung SPBE

Integrasi Perencaanaan, 
Penganggaran, Pengadaan
Barang Jasa, Akuntabilitas

Kinerja, serta Pemantauan dan 
Evaluasi di Pusat dan Daerah

Target: Integrasi internal pemda

Penyelenggaraan Pusat 
Data Nasional

Jumlah penyediaan data center
nasional
(Target 2022: 2 Data Center)

Pengembangan SPBE Terpusat
Target: Jaringan Intra 
Pemerintah berbasis seluler 
bagi 100.000 ASN

Penyediaan Sistem 
Penghubung Layanan 

Pemerintah

Persentase terwujudnya
interoperabilitas antara layanan
SPBE
(Target 2022: 100%)

Pembangunan portal Pelayanan 
Publik Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah

PENYELARASAN RPJMN 2020-2024 DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN 
BIDANG KOMINFO

1.16.03.02.08 
Penyelenggaran Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah
1.16.03.02.05 Koordinasi
dan Sinkronisasi Sistem
Keamanan Informasi
1.16.03.02.06 Koordinasi
dan Sinkronisasi Data dan 
Informasi Elektronik
1.16.03.01.01 Pendaftaran
Nama Domain Pemerintah
Provinsi
1.16.03.02.07 
Pengembangan Aplikasi
dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

1.16.03.02.03 Pengelolaan 
Pusat Data Pemerintahan 
Daerah

1. Persentase (%) layanan
publik, layanan warga negara 
(KTP, Akta kelahiran, dan KK) 
yang diselenggarakan secara
online (Target: 65%)

2. Persentase (%) layanan
publik, layanan warga negara 
(KTP, Akta kelahiran, dan KK) 
yang terintegrasi dengan
sistem penghubung layanan
pemerintah daerah
(*berbagipakai data pada 
layanan di Pemerintah
Daerah) (Target: 50%)

3. Persentase (%) layanan
administrasi yang 
diselenggarakan secara
online (Target: 65%)

4. Persentase (%) layanan
administrasi yang 
terintegrasi dengan sistem
penghubung layanan
pemerintah daerah
(*berbagipakai data pada 
layanan di Pemerintah
Daerah) (Target: 50%)

Persentase (%) perangkat
daerah yang menggunakan
layanan infrastruktur pusat data 
pemerintah daerah (NOC, ruang
server) dan/atau pusat data 
pemerintah pusat (pusat data 
nasional sementara) (Target: 
60%)

1.16.03.02.02 Sinkronisasi
Pengelolaan Rencana
Induk dan Anggaran
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

PN 
7

Prioritas Nasional Program 
Prioritas

Kegiatan 
Prioritas Pro-PN Proyek K/L

Kegiatan Pemda
Berdasarkan PM 
Dagri No. 90/2019

Usulan Indikator Untuk 
Dibahas Pada Rakortek 

2021

Indikator Kinerja 
Pembahasan 

Rakortek 2020

Persentase (%) perangkat 
daerah yang 
menggunakan layanan 
pusat data pemerintah 
daerah dan/atau 
pemerintah pusat
(Target: 50%)

• Persentase (%) layanan
publik dan layanan
administrasi
terintegrasi dengan
sistem penghubung
layanan pemerintah
daerah (Target: 60%)

• Persentase (%) layanan
publik dan layanan
administrasi yang 
Memanfaatkan
sertifikat elektronik
(Target: 60%)
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Target dan Indikator Prioritas Nasional Tekait
Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo.

Tabel Lampiran RPJMN 2020-2024

PROGRAM 
/KEGIATAN/ 

PROYEK
INDIKATOR LOKASI

PROYEK RIORITAS 
STRATEGIS (MAJOR 

PROJECT)
AGENDA PEMBANGUNAN

2020 2021 2022 2023 2024

Program 
Pengembangan
Aplikasi
Informatika
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Tik Untuk 
Pemberdayaan 
Masyarakat

Fasilitasi literasi 
digital bagi 
masyarakat

Jumlah
Peserta
Literasi
Digital Bagi
Masyarakat

10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 Tersebar 5
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Definisi digital literasi pada umumnya

• Kemampuan untuk secara efektif dan secara kritis untuk
menerima, menavigasi, mengevaluasi dan memberikan
informasi melalui alat-alat digital. Secara sederhana
kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dengan baik.

• Digital Literacy meliputi semua perangkat digital, seperti
perangkat keras komputer, perangkat lunak, internet, dan
ponsel.
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Pentingnya digital literasi

• Tanpa adanya digital literacy penyalahgunaan digital akan makin 
meluas dan makin parah dan bisa merusak generasi muda.

• Digital literacy akan dapat mengarahkan orang-orang dalam 
penggunaan digital baik dan benar dan menumbuhkan generasi 
muda yang cerdas.
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Positif dan negatif Dampak digital literasi

Dampak Positif :
Perkembagan teknologi yang sangat pesat,
Semakin berkembangnya layanan dan fasilitas berbasis internet,
Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.

Dampak Negatif :
Pencurian data dan informasi rahasia terhadap suatu perusahaan, organisasi dan negara,
Meningkatnya pelanggaran privacy seseorang,
Meningkatnya penipuan secara digital,
Pornografi, kekerasahan yang ditampilkan untuk konsumsi public.
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Manfaat dari adanya literasi digital

• Menghemat waktu, 
• Belajar lebih cepat, 
• Menghemat uang, 
• Membuat lebih aman, 
• Senantiasa memperoleh informasi terkini, 
• Selalu terhubung, 
• Membuat keputusan yang lebih baik, 
• Dapat membuat anda bekerja, 
• Membuat lebih bahagia, dan 
• Dapat mempengaruhi dunia.
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Elemen Penting Literasi Digital
• Elemen penting literasi digital adalah menyangkut kemampuan apa saja yang harus 

dikuasai dalam pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi.
• Ada sembilan elemen penting dalam dunia litersi digital seperti :

1. social networking,
2. transliteracy,
3. maintaining privacy,
4. managing identity,
5. creating content,
6. organising and sharing content,
7. reusing/repurposing content,
8. filtering and selecting content, serta
9. self broadcasting.
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Penggunaan Digital Literacy dalam 
masyarakat
• Literacy dalam layanan jaringan sosial dan Web 2.0 adalah situs 

yang membantu orang untuk tetap berhubungan dengan orang 
lain, menyampaikan informasi yang tepat waktu dan bahkan 
menjual barang dan jasa. 

• Digital Literacy juga dapat mencegah orang percaya hoax yang 
menyebar online atau merupakan hasil dari manipulasi foto. E-
mail penipuan dan phishing sering mengambil keuntungan dari 
digital buta huruf, biaya korban uang dan membuat mereka 
rentan terhadap pencurian identitas.
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PENUTUP
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PENUTUP

Literasi digital itu bukan hanya sekedar kemampuan mencari,
menggunakan dan menyebarkan informasi dalam berbagai format dari
sejumlah besar sumber daya. Akan tetapi, diperlukan kemampuan dalam
membuat informasi dan evaluasi kritis, ketepatan aplikasi yang digunakan
dan pemahaman mendalam dari isi informasi yang terkandung dalam
konten digital tersebut. Disisi lain literasi digital mencakup tanggung
jawab dari setiap penyebaran informasi yang dilakukannya karena
menyangkut dampaknya terhadap masyarakat.
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